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TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc serta
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35
tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
Agung dan Hakim Konstitusi, perlu diikuti dengan
peningkatan disiplin kerja hakim di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

bahwa untuk meningkatkan disiplin kerja Hakim
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas,
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
069/KMA/SK/V /2009 tentang Perubahan Pertama atas
Keputusan Mahkamah Agung Nomor
071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan
Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
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Mengingat

Bawahnya, tidak lagi dapat diterapkan untuk
penegakkan disiplin kerja Hakim;

bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tentang Penegakkan Disiplin Kerja
Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di bawah Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5079);

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum
Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5591);



Menetapkan

10.

11.
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Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3713);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang
Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-
Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3105);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang
Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di
bawah Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 213);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 51);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak
Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENEGAKAN
DISIPLIN KERJA HAKIM PADA MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah ini yang dimaksud dengan:

1.

Disiplin Kerja Hakim adalah kesanggupan Hakim untuk
mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

dan/atau peraturan kedinasan mengenai jam kerja.
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2. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Hakim
karena melanggar ketentuan disiplin kerja.

3. Hakim adalah Hakim Agung, Hakim Ad Hoc dan Hakim
Yustisial pada Mahkamah Agung serta Hakim, Hakim Ad
Hoc, Hakim Yustisial dan Hakim Non Palu pada badan-
badan peradilan di bawahnya.

4. Hakim Ad Hoc adalah Hakim yang memiliki keahlian dan
pengalaman dalam bidang tertentu untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara yang diangkat untuk
jangka waktu tertentu dan pengangkatannya diatur
dalam undang-undang.

5. Hakim Yustisial adalah Hakim tingkat pertama dan
Hakim tingkat banding yang ditugaskan pada Mahkamah
Agung atau pada Pengadilan Tingkat Banding.

6. Hakim Non Palu adalah Hakim yang sedang menjalani
sanksi tidak diperkenankan memeriksa dan mengadili
perkara dalam tenggang waktu tertentu.

7. Pimpinan Mahkamah Agung adalah Ketua, para Wakil
Ketua dan para Ketua Muda/Kamar Mahkamah Agung.

8. Pimpinan Pengadilan adalah Ketua/Kepala, Wakil Ketua/
Wakil Kepala Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua/
Kepala, Wakil Ketua/Wakil Kepala Pengadilan Tingkat
Pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung.

BAB II
DISIPLIN KERJA HAKIM

Pasal 2
Hakim wajib mematuhi ketentuan mengenai disiplin kerja

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di satuan kerjanya.

Pasal 3
Pimpinan Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung,
Hakim yang menduduki Jabatan Struktural, Pimpinan
Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat
Pertama selain wajib mematuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 juga bertanggungjawab terhadap



2016, No.1075

dipatuhi dan dilaksanakannya ketentuan Pasal 2 oleh Hakim

di unit kerja yang dipimpinnya.

(1)
(2)

(3)

Pasal 4

Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum’at.

Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim diatur:

a.

jam kerja sebagai berikut:

1. hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 s/d
pukul 16.30 waktu setempat; dan

2. hari Jum’at dari pukul 08.00 s/d pukul 17.00
waktu setempat;

jam istirahat sebagai berikut:

1. hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 s/d
pukul 13.00 waktu setempat; dan

2. hari Jum’at dari pukul 11.30 s/d pukul 13.00
waktu setempat;

jam kerja sebagaimana ditentukan di atas

disesuaikan dengan  kebutuhan  pelaksanaan

persidangan dan pekerjaan yang harus dilakukan di

luar kantor dan di luar ketentuan jam kerja antara

lain pemeriksaan setempat, sidang keliling, atau

tugas/kebijakan lain.

Daftar hadir dan daftar pulang kerja diatur sebagai

berikut:

a.

daftar hadir dan daftar pulang dilaksanakan melalui

mesin (finger scan/mesin kartu) dan manual,

daftar hadir dan daftar pulang untuk Hakim Agung

dilaksanakan secara manual,

daftar hadir dan daftar pulang secara manual diatur

sebagai berikut:

1. daftar hadir dan daftar pulang dilaksanakan
setiap hari dengan menulis nama, jam datang
maupun pulang, dan menandatangani pada
daftar hadir tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Mahkamah ini;



